BAB IV

PENUTUP
A. Simpulan

1. Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau One Top Service Terhadap
Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Barat adalah sistem yang
diterapkan dan mampu menyederhanakan proses pelayanan publiknya,
mempercepat waktu pelayanan, dan memberikan kepastian hukum bagi
investor asing. Hal ini turut mendorong terciptanya iklim investasi yang
lebih kondusif di wilayah provinsi. Namun demikian, efektivitas tersebut
masih belum optimal secara menyeluruh, terutama dalam waktu 5 tahun
terakhir perizinan penanaman modal asing yang perizinannya dilakukan

secara terpusat, dan berbelit — belit.

2. Dampak dari Pelayanan Terpadu Satu pintu atau One Top Service dalam
Penanaman Modal Asing yaitu memberikan dampak positif dan dampak
negatif yang cukup signifikan terhadap penanaman modal asing (PMA),
Dampak positif ini mendorong meningkatnya kepercayaan investor dan
mendukung pertumbuhan realisasi investasi asing di wilayah tersebut.
Sedangkan, dampak negatif juga masih terlihat, seperti terbatasnya sumber
daya manusia yang kompeten, belum meratanya kualitas pelayanan di
tingkat kabupaten/kota, serta masih adanya kendala teknis dalam sistem
digital dan kurang sinkronnya regulasi antara pusat dan daerah. Dengan
demikian, meskipun PTSP telah memberikan kontribusi yang nyata dalam
mendorong PMA di Provinsi Sumatera Barat, efektivitasnya masih perlu

ditingkatkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan
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kualitas SDM, dan harmonisasi kebijakan lintas sektor agar pelayanan investasi

dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Diharapkan dalam pelaksanaan ini pemerintah lebih berkoordinasi antara

pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah agar terciptanya iklim

investasi yang kondusif.

2. Ditinjau ulang peraturan Perda terkait Penanaman Modal Asing
dikarenakan dahulu proses birokrasi perizinan terhadap PAM berada

didaerah akan tetapi sekarang Proses tersebut sudah berpindah menjadi

kewenanangan perizinan yang terpusat.
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